
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentanq
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provtnsi
Irian Jaya Baret, Kabupaten Pania, Kabupaten
Mimlka, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Neg~a RSpl1blik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tarrlbahan Lembaran Negara Replibllk
Indonesia Nomar 3894) sebaqaimana telah diub$h
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provins! Irian
Jays Tenqah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupat~n
Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republlk
Indonesia Tahun 2000 Namor 72, 'tatnoahen
Lembatan Negal'a Republik Indonesia Nomor 3960)

-

Menimbang bahwa dengan lelah diundangkannya Peraturan
Daerah Provinsl Papua Barat Nomor 3 Tahun 201i1
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Lernbaran
Daerah Provinsl Papua Barat Tatum 2011 Nemer 49,
make untuk rnelaksanakan Peraturan Oaerah
tersebut perj·u menetapkan ketentuan
pelaksanaannya dengan Peraturan Gubemur Papua
Barat;

"

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS' PAPUA 9ARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

KENDARAAN BE.RMOTOR

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TENTANG

NOMOR 973119002011 TAHUN 2011

GUBERNUR .APtJA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT



sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor
018IPUU-112003;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kafi
terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 iTahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik
mdonesla Tahun 2008 Nornor 59, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat
dan lPemerintah Daerah (Lembaran Negars
~epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438); ,

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (t.ernbaranNegara
Repubftik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar5025);

5. Undang-Undang Namor 28 Tahun 2009 tentanq
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarari
NegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nornor130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanq
Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan
(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004
Nomor 82, Tarnbahan lembaran Negara Republik:
IndonesiaNornor5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
tentang PengelolaanKeuanganDaerah (l.embaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian urusan PemerintahanAntara

"



Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinai dan
Pemerintahan Daerah KabupatentKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 201'0
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemaofaatan
Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5161);

10. Peraturan Pemerintah Nemer 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang djpungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau
dibayar selldiri olehWajib Pajak(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor5191 );

11. PeraturanMenteri Dalam Nageri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke~angan
Oaerah sebagaimana telah diubah .<lengan
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedeman Pengelolaan Keuanqan
Oaerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nemer 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dines-dinas Daerah Provinsi Papua Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2009Nomor34);

13. Peraturan Daerah Provinsi 'Papua Barat Nornor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tatum
2011Nomor49);



Pasal 1
Oalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur Papua Barat beserta

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggarra Pernerintahan
Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sister}) dart
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaqaimana
dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik.
Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Gubemur Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pendapatan Daetah Provinsi

Papua Barat.
6. Pejabat adatah pegawai yang dibeli tugas tertentu di bidang

perpaJakan daerah sesuai peraturan perundang-undanqan yang'
berlaku.

7. Peraturan Daerah adatah peraturan perundang,-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dangar\­
persetujuan bersama Gubemur Papua Barat.

6. Peraturan KepaJa Daerah adalah Peraturan Gubemur Papua
Barat.

'9. Pajak Daerah yang seJanjutnya disebut Pajak adalah konkibust
wa:jib kepada daerah yang terutang oJeh orang pribadl atau
baden yang bersitat memaksa berdasarkan Undang-Urtdang,

"

KETENTUANUMUM

BAS I

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG:
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK KE'ND~AN'
BERMOTOR.

MEMUTUSKAN :



dengan tidak mendapatkan lmbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperfuan Oaerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

10. Kas Oaerah adalah Kas Oaerah Provinsi Papua Barat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha rnaupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan teroatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMO)
dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
orqantsast massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk kontrak
investasi kolektif dan beotuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepernilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda peserta
gandengannya yang digunakan disemua jenls jalan darat dan
digerakan olen peralatan teknik berupa motor, atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk menqubah suatu surnbee daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasjkan di air.

14. Kepemilikan adalah hubungan antara orang pribao] atau Badan
dengan kendaraan bennotor yang namanya tercantum dalarn
bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku
Pemilikan Kendaraan Bermotor.

15. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik
kendaraan bennotor oleh orang pribadi atau Badan dengan
bukti penquasaan yang sah menurut peraturan pen4odang-
undan~an. .

16. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik
kendaraan baru sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah termasuk hlbah wasiat dan hlbah warisan
atau pemasukan kedalam badan usaha.

17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adatah
harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual bef yang
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksl jusl
bell, NJOP ditentukan melalui perbandlnqan harga 'dengan

CD



objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak daerah.

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai 'hak dan kewajipan perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundana-uncanaan perpajakaa daerah.

20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubemur
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghltung, menyetor, dan metaporkan
pajak yang terutang.

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 :(satu) tahun
kalender, keeuali bila Wajib :Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dit>ayar pads
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam
bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dart
penqhtrnpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penaaihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorann,ya.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digLlnakan
untuk rnelaporkan penghitung.an dan/atau pembayaran 1'ajak,
ObJek Pajak dan/atau bukan -Objek Pajak, dan/atau harta dan
kewajlban sesuai dengan ketentuan peraturan "perundang­
undangan perpajakan daerah.

25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau lalah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah rnelalui tempat pembayaran
yang ditunjuk olen Gubernur Papua Barat.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dislhgkat
SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang ·selaniutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan
besamya lurnlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah



kekurangan pembayaran pok<* pajak, besamya sanksi
administrasi,danjumlah pajakyangmaslhharusdibayar.

28. Surat KetetapanPajak Daerah KurangBayar Tarnbahan,yang
selanlutnyadisingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang, telc1h
ditetapkan.

29. Surat j(etetapan Pajak DaerahNihil, yang selanjutnyadisingkat
SKPDN,adalahsurat ketetapanpajak yang menentukanjumlc1h
pokok pajak sarna besamya dengan jumtah kredit pajak, atau
pajaktidak terutangdan tidakada kredit pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutya
disinqkat SKPDLB adalah Sural Ketetapan Pajak yang
menentukanjumlah kelebihanpembayaranpajak karenajumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnyatidak terutang.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah,yang selanjutnyadisingkatSTPD,
adalah surat untuk melakuken tagihan pajak danlatau sanksi
administrasiberupabungadan/ataudenda.

32. Surat Keputusah Pembetulan adalah surat keputusal1l!'yang
membetulkan kesalahan luis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruandalampenerapanketentuantertentudalamperaturan
perundang-undanganperpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
naeran. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak .Daerah
Lebih Bayar, Surat Taqlhan Pajak Daerah, Suran Keputusan
Pembetulan,atauSurat KeputusanKeberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatanterhadapSurat PemberitahuanPajakTerutang,Surat
KetetapanPajakDaerah,Sural KetetapaaPajakDaerahKurang
Bayar,Surat KetetapanPajakDaerahKurangBayarTambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan:Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutanoleh plhak ketigayangdiajukanolehWajib Pajak.

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilao paja.katas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang qiajukan
olehWajib Pajak.

35. Pembukuan adafah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara terater untuk mengumpulkan data dan lnformasl
keuangan yang meHputiharta, kewajiban,modal, penqhasllarr,
danbiaya sertajumlah harga perclehandan penyerahanbarang



Pasal 4
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Kendataan Bermotor, ditugaskan kepada
IDihas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 3
Dasar pengenaan. Pajak Kendaraan Bermotor sebaqalmana
dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ini·diatur tersendiri
dengan Peraturan Gubemur Papua Barat.

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentanq Pajak Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49).

BA8 II
DASAR PELAKSANAAN

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun taporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/ateu bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pernenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan laio dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

37. Penyidikan tindak pidana dibldang perpajakan daerah, adalab
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegaw3i
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidlk untuk mencart
serta mengumpulkan bukti yang dengan buktl it~ mernbuat
terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang te~adi
serta menernukan tersangkanya.



KEPALA BIRO HUKUM,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 ;NOMOR 172

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Oiundangkan di Manokwari
pada ,tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS oAI;RAH
PROVINSI PAPUA .sARAT,

CAP/TTO

MARTH EN LUTHER RUMADAS

Ditetapkan di Manokwari
pada'tanggal 17 Oktober 2011
PJ.GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAPITTO

A. TANRIBALI :LAMO

Pasal 6
Peraturan Gubemur i,nimuJaibertakupada ~angga' diundanqkan.
Agar setiap orang mengetahuir;ya, memerintahkan penguli,dangan
Peraturan Gubemur ini 'dengan penernpatannya dalam Berita
Daerah Provinsl Papua Barat,

Pinl (;
Semua Peraturan dan Kep\ltus$1 Gubernur yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan 'Pajak Kendaraan Bermotot berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi lrian Jaya Barat Nornor 9 Tahun 2006
lentang Pajak Kendaraan Berrnotor (licabut dan dinyatakan tidak
bertaku.

BAS III

KETENTUAN PENUrUp


